
BUPATI TUBAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 13 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 
2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI TUBAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan dan modemisasi 
pelaksanaan anggaran secara lebih profesional, terbuka, 
efektif, efisien, dan bertanggung jawab dengan tetap 
memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara 
yang baik, perlu merubah tata cara pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 88 
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tu ban Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peratu.ran Bupati Nomor 

88 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tu ban Tahun Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang . Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah; 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 

2007 Seri E Nomor 21); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN 

TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati 

Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Ka bu paten Tu ban Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2018 Seri A Nomor 10) di 

ubah sebagai berikut: 

BAB V Penatausahaan Keuangan Daerah huruf B 

Penatausahaan Pengeluaran Sub Mekanisme Pembayaran 

diubah sehingga BAB V Penatausahaan Keuangan Daerah 

huruf B Penatausahaan Pengeluaran, Sub Mekanisme 

Pembayaran berbunyi sebagai berikut 

Mekanisme Pembayaran 

1. Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem 

Transaksi Non Tunai 
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2. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai 
uang dari satu pihak ke pihak lain dengan 
menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran 
Menggunakan Kartu (APMK), eek, bilyet giro, uang 
elektronik atau sejenisnya 

3. Sistem m1 bertujuan mewujudkan pengelolaan 
keuangan yang tertib, tepat, efektif, efisien, transparan, 
dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana 
korupsi 

4. Mekanisme transaksi non tunai dilaksanakan sesuai 
ketentuan yang diatur tersendiri 

5. Pelaksanaan pembayaran kompensasi berupa 
pembayaran gaji dan/ atau tunjangan kepada PNS, 
Bupati, Wakil Bupati dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dilakukan pada hari pertama atau hari 
kerja pertama setiap bulan 

6. Pembayaran gaji induk PNS, Bupati, Wakil Bupati dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hari 
kerja pertama dilakukan untuk Bulan Januari, 
sedangkan pembayaran gaji induk pada hari pertama 
setiap bulan dilakukan untuk Bulan Februari s.d 
Desember. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan . Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. 

Ditetap an di Tuban 
pada t ggal 15 Mei 201, 
BUPA I TUBAN, 

Diundangkan di Tuban 
pada tanggal 15 Mei 2019 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TUBAN, 

BU61A 
BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2019 SERI E NO MOR 11 


